
SEKTOR KEBUDAYAAN I.4 Izin Pengumpulan Uang atau Barang 
Wilayah Provinsi
No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & 

data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

2. 4. Sertifikat Kepemilikan/Pendaftaran Benda Cagar

3. 5. Rekomendasi membawa benda cagar budaya dari pemerintah setempat (Kabupaten/Kota)

4. 6. Foto masing-masing cagar budaya sebanyak 3 (tiga) rangkap.

5. 7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik diatas materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. 1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui 

kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke 

Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.

2. 2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan 

persyaratan lainnya dari Pemohon.

3. 3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office 

Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.

4. 4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk 

melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).

5. 5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan 

untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

6. 6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan 

dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala 

Dinas DPMPTSP.

7. 7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada 

Pemohon.
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Waktu Penyelesaian

18

apabila berkas dinyatakan sudah lengkap, dan ini belum/tidak terhitung Survey di Lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

• Biaya Pengurusan izin Rp.0,- • Biaya Retribusi mengacu kepada perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau

Produk Pelayanan

1. Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur

Pengaduan Layanan

email pengaduan: pengaduan@dpmptsp.go.id Nomor pengaduan : 08117779727
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